LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2013

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP), Kementerian Perindustrian telah melakukan hal-hal sebagai
berikut:

e Menunjuk dan mengangkat Kepala Pusat Komunikasi Publik sebagai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat dan menginstruksikan Kepala Unit Pelaksana
Teknis dan Kepala Unit Pendidikan di Daerah untuk menunjuk pengemban fungsi
pengelola informasi dan atau dokumentasi pada unit kerjanya sebagai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Daerah melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor
351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
Lingkungan Kementerian Perindustrian. Sampai saat ini sebanyak 47 (empat puluh
tujuh) satuan kerja (satker) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pendidikan di
lingkungan Kementerian Perindustrian telah membentuk PPID.

e Menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang
Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk
kelancaran dan optimalisasi serta menjamin pelayanan informasi publik di lingkungan
Kementerian Perindustrian yang cepat, tepat dan sederhana.

e Menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/Kep/1/2012 tentang
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kementerian Perindustrian, untuk memberikan
masukan dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya di bidang pelayanan informasi publik.

2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

» Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Kementerian
Perindustrian telah membangun Desk Layanan Informasi Publik sejak bulan Oktober
tahun 2011 di lantai dasar gedung Kementerian Perindustrian JI. Gatot Subroto Kav 52-
53 Jakarta Selatan yang dilengkapi dengan meja, kursi, telepon, faksimili, perangkat
komputer, dan kotak saran.

Gambar 1. Desk Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian
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Kementerian Perindustrian juga telah membangun dan mengembangkan sistem layanan
informasi publik melalui website Kementerian Perindustrian (www.kemenperin.go.id)
yang telah dikembangkan muatan informasinya sesuai amanat UU KIP. Jenis—jenis
informasi yang dimuat di Website meliputi:

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala:

e Profil Kemenperin;

e Dokumen kinerja;

e Laporan keuangan;

e Laporan akses informasi publik;

e Informasi CPNS, dan informasi penerimaan calon peserta didik di Lingkungan
Sekolah/Perguruan Tinggi Kementerian Perindustrian;

e Agenda penting Kementerian Perindustrian.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:

e Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan terkait Industri;

¢ Informasi tentang administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
e Pengumuman pengadaan barang dan jasa;

e Agenda kegiatan pimpinan Kemenperin;

e Hasil penelitian Kemenperin;

e Pidato/sambutan Menperin/Eselon |;

e Pameran yang difasilitasi Kementerian Perindustrian;

e Tata cara memperoleh informasi publik;

e Prosedur evakuasi keadaan darurat di Gedung Kementerian Perindustrian;
e Renstra 2010 - 2014;

e Jurnal riset 2010 - 2011;

e DIPATA2012;

e RKA-KL TA 2012.

» Sumber Daya Manusia

Telah menempatkan dua orang petugas informasi pada Desk Layanan Informasi Publik.
Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Penghubung Layanan Informasi yang
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Komunikasi Publik Nomor 11.1/SJ-
IND/KEP/1/2013 yang beranggotakan wakil dari setiap unit Eselon Il yang bertugas
menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik melalui Website Kemenperin
terkait lingkup tugas masing-masing.
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Gambar 2. Petugas Layanan Informasi Publik Kementerian Perindustrian
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» Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID
dibebankan pada anggaran Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perindustrian.
Anggaran tersebut digunakan untuk:

e Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;

e Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet), yaitu:

Booklet:

- Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik; Permenperin No. 70 tahun 2011,

- Keputusan Menperin No. 351 tahun 2011, Keputusan Menteri Perindustrian No.
33/M-IND/Kep/1/2012;

- Pengecualian Informasi di Badan Publik Negara

— UU No. 14 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010;

- Daftar Informasi Publik di Kementerian Perindustrian.

Leaflet:

- Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Perindustrian;

- Tatacara Permohonan Informasi Publik & Penyelesaian Sengketa Informasi;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

e Menyelenggarakan Konsinyering bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) di lingkungan Kementerian Perindustrian, di Bandung Jawa Barat pada tanggal
16—-17 Mei 2013 yang dihadiri oleh 80 peserta dari satuan kerja PPID Daerah yang
berjumlah 47 unit di 17 Provinsi yang terdiri dari: PPID Balai Besar (11 Satker), PPID
Baristand (11 Satker), PPID Balai Diklat Industri (7 Satker), PPID Unit Pendidikan (18
Satker). Pada acara konsinyering tersebut menghadirkan Narasumber dari Komisi
Informasi Pusat dengan topik “Peran PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan
Informasi Publik”, dan dari Pusdatin Kementerian Perindustrian memaparkan
“Revitalisasi Website Kemenperin”. Dari Konsinyering Informasi Publik tersebut
diketahui bahwa UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah
diterapkan di semua satker daerah, namun belum dapat dilaksanakan sepenuhnya,
karena masih terbatasnya sarana dan prasarana, khususnya di beberapa satker yang
belum memiliki ruang layanan informasi publik.
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Gambar 3. Pembukaan Acara Konsinyering PPID Kemenperin
oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenperin
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e Melakukan monitoring dan evaluasi, serta pembinaan kepada satker daerah (UPT dan
Unit Pendidikan) dalam rangka pembentukan PPID Daerah dan penyusunan daftar
informasi publik. Dari hasil Monev dengan menyebarkan kuesioner ke PPID Daerah,
diketahui bahwa PPID Daerah sudah memahami tentang jenis—jenis informasi yang
harus dikelola. Adapun hal lain yang dilakukan oleh PPID Daerah selain memberikan
layanan informasi, adalah mengadakan sosialisasi dan promosi sekolah, mengikuti
pameran pendidikan, dan lain-lain. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi saat
ini adalah kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya SDM dan rendahnya
kompetensi SDM di masing—masing PPID Daerah.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

a. Melalui Website Kemenperin:

Dalam mengajukan permohonan informasi publik di Kemenperin, dapat dilakukan
dengan mengisi form yang ada di website Kemenperin (www.kemenperin.go.id).

Gambar 4. Formulir permintaan informasi publik dan daftar permintaan informasi publik
di Website Kemenperin

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Januari - Desember 2013

JUMLAH RATA-RATA WAKTU ALASAN

NO BULAN PEMOHON DIPENUHI | DITOLAK | PROSES MENJAWAB (hari) | PENOLAKAN
1 |Januari 66 66 3.6
2 |Februari 131 131 2.5
3 |Maret 119 119 1.9
4 | April 158 158 2.4
5 |Mei 126 126 3.1
6 |Juni 104 104 2.7
7 | Juli 139 139 2.4
8 |Agustus 152 152 1.1
9 |September 679 679 1.1
10 |Oktober 147 147 23
11 |November 151 151 2.1
12 |Desember 83 83 1.1
Jumlah 1904 1904 2.1
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Dari bulan Januari hingga akhir Desember tahun 2013, Pusat Komunikasi Publik melalui
website Kementerian Perindustrian (www.kemenperin.go.id) telah menerima
permintaan Informasi dari masyarakat sebanyak 1904 dengan rata-rata waktu
menjawab 2.1 hari. Khusus di Bulan September jumlah permintaan informasi publik
meningkat pesat sebanyak 679 karena adanya permintaan informasi terkait rekrutmen
CPNS di Kementerian Perindustrian.
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Gambar 5. Jumlah Permintaan Informasi Publik Januari — Desember 2013
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Gambar 6. Rata—rata waktu menjawab Permintaan Informasi Publik Januari — Desember 2013
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b. Permohonan Informasi melalui surat:

1. LSM Transparansi Pembangunan Indonesia, pada tanggal 17 Maret 2013

LSM Transparansi Pembangunan Indonesia mengajukan permohonan informasi
terkait “Klarifikasi tentang Penyerapan Anggaran serta Pelaksanaannya TA 2011”.
Kementerian Perindustrian telah memberikan penjelasan informasi bahwa
pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam rencana kerja kementerian Perindustrian tahun 2011.
Terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2011 Kementerian
Perindustrian atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sesuai
LHP No. 11c/LHP/XV/05/2012 tanggal 4 Mei 2012, Kementerian Perindustrian
secara keseluruhan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI. Selanjutnya
pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI adalah merupakan
kewenangan BPK-RI.

2. Bambang Widianto, pada tanggal 16 Juli 2013

e Permintaan informasi terkait pengadaan barang dan jasa adalah:

a. Copy/salinan DIPA untuk seluruh pekerjaan Pembangunan Gedung SMK-
SMTI;

b. Copy/salinan SK pengangkatan PPK dan Pokja;

c. Copy/salinan total HPS beserta rincian Daftar Kuantitas dan harga masing-
masing pekerjaan;

d. Copy/salinan spesifikasi teknis untuk masing-masing pekerjaan yang telah
ditetapkan oleh PPK;

e. Seluruh copy/salinan informasi/data harga pasar setempat yang didapatkan
berdasarkan survey sebagai dasar penetapan dalam penyusunan HPS
masing-masing pekerjaan;

f. Copy/salinan dokumen penawaran perusahaan yang telah memenangkan
pelelangan;
g. Copy/salinan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) beserta lampirannya;

h. Copy/salinan kontrak dari masing-masing pekerjaan;

i. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak beserta lampirannya yang
meliputi copy/salinan program mutu, dan copy/salinan organisasi kerja;

j- Nama-nama personil yang ditugaskan di lapangan.

e Berdasarkan hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik, maka informasi yang tidak
dapat diberikan adalah:

a. Dokumen penawaran, karena merupakan informasi publik yang bersifat
rahasia (tertutup) terkait dengan kepentingan perlindungan persaingan
usaha yang tidak sehat dan rahasia dagang (UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 ayat b, UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU No.
30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang).
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b. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak beserta lampirannya, hal
ini dikarenakan proses pengerjaan proyek pembangunan sedang berjalan
dan belum diaudit.

c. Untuk data personil; yang terbuka hanya nama, jabatan, dan pengalaman
selama bekerja. Untuk identitas tanggal lahir, profesi, dan sertifikat (SKA,
SKT, ljazah) ditutup karena berkaitan dengan hak-hak pribadi sesuai dengan
UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 6 Angka 3 ayat ¢, dan Pasal 17 ayat h butir 4
dan 5.

Permintaan Informasi dengan Datang Langsung:

Kementerian Perindustrian juga melayani permintaan informasi melalui tatap muka
atau datang langsung bagi pemohon yang meminta informasi. Hasil rekapitulasi selama
awal bulan Januari hingga akhir Desember 2013 berjumlah 48 permintaan informasi
yang diterima oleh petugas desk layanan informasi publik Kementerian Perindustrian.

4. Kendala Pelayanan Informasi Publik

Masih adanya satker daerah yang belum memahami klasifikasi dan jenis—jenis informasi
publik (berkala, serta merta, dan informasi yang dikecualikan);

Belum tersedianya anggaran khusus di beberapa satuan kerja pusat dan daerah untuk
mendukung kegiatan layanan informasi publik;

Masih rendahnya perhatian pimpinan satker terhadap pentingnya pelayanan informasi
publik;

Belum dikelolanya informasi publik secara baik;

Perlu ditingkatkannya koordinasi antar satker pusat dan daerah dalam memberikan
jawaban informasi.

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Informasi

Adapun upaya Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian selaku PPID Pusat
dalam meningkatkan pelayanan informasi publik, sebagai berikut:

Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas
layanan informasi;

Konsinyering PPID di lingkungan Kemenperin;
Pembuatan Publikasi terkait layanan informasi publik;
Penyempurnaan Peraturan-Peraturan Kemenperin terkait layanan informasi publik;

Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan Kemenperin pusat maupun satker
daerah;

Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.
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6. Prestasi Kemenperin 2013 dalam Pelayanan Informasi Publik, antara lain:

e Meraih penghargaan dan mendapat peringkat VIl sebagai Badan Publik Pemerintahan
terbaik dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat yaitu “Penilaian Mandiri
Keterbukaan Informasi Publik”. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Rl kepada
Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun pada tanggal 12 Desember 2013 di
Istana Wakil Presiden, Jakarta.
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